
 

 

 

 

 

 

WALI KOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALI KOTA JAMBI 

NOMOR 36 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2025 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA JAMBI, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 

tentang petunjuk pelaksanaan Program Kampung Bahagia 

perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan 

peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan 

dengan terarah serta tepat sasaran yang akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, 

sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 

Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 

Kampung Bahagia. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota 

Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6961); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 12); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77); 

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5); 
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13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota 

Jambi Tahun 2025 Nomor 3); 

14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia  (Berita 

Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 18). 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG 

BAHAGIA. 

   

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 

18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 

Kampung Bahagia (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 

Nomor 18) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20, angka 21, dan angka 24 

dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Jambi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat 

DPMPPA adalah Perangkat Daerah yang menjalankan 

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

masyarakat.  

7. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah 

kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. 

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT 

adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan 

dibina oleh Pemerintah Daerah dibentuk melalui 

musyawarah warga setempat sebagai mitra kerja 

Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. 

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses 

pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif 

dan mandiri di mana masyarakat berinisiatif dan 

berperan aktif di seluruh proses kegiatan untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan 

lingkungannya. 
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11. Program Kampung Bahagia adalah suatu program 

untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembangunan dan upaya untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya 

dan pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis 

di wilayah RT. 

12. Tenaga Pendamping Kampung Bahagia adalah 

sumber daya manusia non aparatur sipil Negara yang 

direkrut oleh perangkat daerah yang melaksanakan 

urusan pemberdayaan masyarakat untuk 

mendampingi pelaksanaan program Kampung 

Bahagia.  

13. Kelompok Kerja Program Kampung Bahagia yang 

selanjutnya disebut Pokja Bahagia adalah tim yang 

melaksanakan program Kampung Bahagia ditingkat 

RT. 

14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah 

yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak 

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 

hasil pekerjaan. 

15. Swakelola tipe IV adalah swakelola yang 

direncanakan oleh Kementerian/Lembaga /Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan atau 

berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan 

dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok 

masyarakat pelaksana swakelola. 

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran perangkat daerah. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
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18. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

Perangkat Daerah. 

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat 

Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

20. Dihapus. 

21. Dihapus. 

22. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang terdata 

dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas 

Sosial Kota Jambi. 

23. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja 

dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja 

dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan 

memiliki tingkat kesejahteraan rendah. 

24. Dihapus.  

25. Rencana Kerja 5 (lima) Tahun RT adalah usulan 

kegiatan yang disampaikan oleh RT dalam 

penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan di 

Tingkat RT selama 5 (lima) Tahun.  

 

2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Dana Pelaksanaan Program Kampung Bahagia 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah yang dialokasikan pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat. 
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(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak 

memadai, alokasi dana Program Kampung Bahagia 

tidak diberikan kepada seluruh RT di dalam Kota 

Jambi. 

(3) Besaran alokasi anggaran Program Kampung 

Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

(4) Dana Program Kampung Bahagia yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

pada jenis belanja uang yang diberikan kepada RT 

atau dengan sebutan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

  Pasal 15 

(1) Tata cara pelaksanaan kegiatan Program Kampung 

Bahagia meliputi: 

a. pelaksanaan kegiatan didasarkan pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah 

disahkan; dan 

b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dilaksanakan dengan metode swakelola Tipe IV. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis 

pelaksanaan Program Kampung Bahagia 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
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Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal 23 September 2025 
 

WALI KOTA JAMBI, 
 

ttd. 

 
MAULANA 

 
 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal  23 September 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 
 

ttd. 

 
A. RIDWAN 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 36 

 

 
 

 

 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penetapannya 

dalam Berita Daerah Kota Jambi. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KOTA JAMBI, 
 

 
Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H 

Jaksa Madya (IV/a) 
NIP. 198609132008121001 
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